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Dasar :PM 103/2017 dan PM 19/2020
KONSEKUENSI Pelanggaran dapat diberi penurunan tarif

jasa pelabuhan 50%. (PM 28/2016) KONSEKUENSI
Pelanggaran manifes dapat diberi sanksi
hingga pembekuan izin. (PM 25/2016)
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Rincian manifest muatan
kendaraan di E-Ticket
Ferizy :
▪ Nama Perusahaan

Logistik
▪ Nama Perusahaan

Pemilik Barang
▪ Nama Perusahaan

Penerima Barang
▪ Kota Asal
▪ Kota Tujuan
▪ Muatan yang

diangkut (Jenis
Komoditas, Jenis
Muatan, Jenis
Industri, Kategori
Muatan)

▪ Data Estimasi Berat

*E-tiketdapat diunduh melalui email atau aplikasi ferizy

PT. ASDP telah melaksanakan implementasi Logistic E-Manifest yang 
mulai diterapkan dalam layanan website Trip.Ferizy.Com

ALUR LAYANAN TIKET PENYEBERANGAN SECARA ELEKTRONIK
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Saran 
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PENGUATAN IMPELENTASI MANIFEST ANGKUTAN PENYEBERANGAN
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PM 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

➢ Pasal 2 : Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang wajib melampirkan daftar penumpang
dan kendaraan di atas kapal angkutan Penyeberangan;

➢ Pasal 3 : Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas penumpang pejalan
kaki, penumpang pada kendaraan dan kendaraan golongan I s.d IX;

➢ Pasal 8 Ayat 1: Pengemudi kendaraan sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar Penumpang Pada Kendaraan dan data Kendaraan pada formulir yang
telah disediakan oleh operator pelabuhan;

➢ Pasal 10 Ayat 1: Perusahaan angkutan umum orang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antar kota
antar provinsi dan antar kota dalam provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166 dan Pasal 167 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib membuat manifes;

➢ Pasal 10 Ayat 2: Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada pengemudi;

➢ Pasal 11: Pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan
pengecekan dan/atau penyempurnaan manifes;

➢ Pasal 12 : Manifes sekurang kurangnya memuat nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan, jenis kelamin, usia, alamat (kota domisili),
nomor kendaraan bermotor dan jenis / golongan;

➢ Pasal 18 Ayat 1 : Sebelum kapal berangkat, operator kapal wajib menghitung penumpang dan kendaraan yang akan diangkut sehingga sesuai dengan
daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan;

➢ Pasal 19 : Pelaksanaan daftar penumpang dan data kendaraan (manifes kapal) di atas kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda dan rekapitulasi daftar
penumpang dan kendaraan sebagai dasar untuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar setempat.

➢ Sanksi Administratif :

▪ Pengawasan pelaksanaan daftar penurnpang dan data kendaraan di pelabuhan dilakukan oleh Direktur Jenderal dalarn hal ini dilaksanakan oleh
Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan;

▪ Dalam hal pengawasan dimaksud ditemukan pelanggaran, Direktur Jenderal selaku pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada operator
kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berupa:

a. pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;

b. pencabutan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.

REGULASI TERKAIT MANIFEST
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PM 103 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN JASA

ANGKUTAN PENYEBERANGAN

➢ Pasal 2 Ayat 4 : Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui dimensi (tinggi)
dan berat kendaraan;

➢ Pasal 2 Ayat 4 : Setiap kendaraan yang mengangkut barang berbahaya wajib melaporkan kepada Operator Pelabuhan;

➢ Pasal 3 Ayat 1 : Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sekurang-kurangnya harus diketahui ukuran tinggi kendaraan
beserta muatannya;

➢ Pasal 3 Ayat 2 : Pemuatan kendaraan beserta muatannya ke dalam kapal harus memperhitungkan jarak aman (clearance) dengan sprinkler yang
terdapat di ruang kendaraan agar sprinkler dapat bekerja maksimum pada saat terjadi kebakaran;

➢ Pasal 4 Ayat 3 : Untuk kapal yang digunakan mengangkut kendaraan yang bermuatan barang berbahaya tidak boleh mengangkut penumpang;

➢ Pasal 5 : Operator pelabuhan penyeberangan berhak menolak kendaraan yang tidak menaati ketentuan dan dikeluarkan dari lajur antrian.

PM 28 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN MEMILIKI TIKET

➢ Pasal 2 Ayat 1: Penumpang angkutan penyeberangan terdiri dari:
a. Penumpang pejalan kaki; dan
b. Penumpang pada kendaraan.

➢ Pasal 2 Ayat 2 : Setiap penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tiket
➢ Pasal 2 Ayat 3: tiket dapat berbentuk potongan kertas yang dapat dicetak melalui perangkat elektronik dan harus sesuai dengan identitas penumpang.
➢ Sanksi Administratif :

▪ Pengawasan pelaksanaan kewajiban penumpang angkutan penyeberangan memiliki tiket baik untuk penumpang pejalan kaki maupun untuk
penumpang pada kendaraan oleh Direktur Jenderal dalam hal ini dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan;

▪ Dalam hal pengawasan dimaksud ditemukan pelanggaran, Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif kepada Operator Pelabuhan
Penyeberangan, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan, penyeberangan atau operator kapal berupa penurunan tarif pas pelabuhan
sebesar 50 % (lima puluh persen)

REGULASI TERKAIT MANIFEST
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PM 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN SECARA ELEKTRONIK

➢ Pasal 2 Ayat 1 : Penyelenggara tiket elektronik Angkutan Penyeberangan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan dan
harus memberikan informasi perjalanan kepada pengguna jasa meliputi lintasan dan jadwal kapal Angkutan Penyeberangan, tarif sesuai dengan jenis
dan golongan dan nama kapal;

➢ Pasal 5 Ayat 3 : pengguna jasa untuk penumpang pejalan kaki harus mengisi data paling sedikit nama, jenis kelamin, usia, alamat domisili, nomor kartu
identitas, surat izin mengemudi atau paspor dan nomor telepon;

➢ Pasal 5 Ayat 4 : pengguna jasa untuk penumpang pada kendaraan harus mengisi data paling sedikit nama seluruh penumpang, jenis kelamin, usia,
alamat domisili, nomor kartu identitas, surat izin mengemudi atau paspor dan nomor telepon;

➢ Pasal 8 ayat 2 : Tiket paling sedikit memuat data, nomor dan tanggal pemesanan, nama kapal pengangkut, nama penumpang, nomor kartu identitas,
surat izin mengemudi, atau paspor, nomor kendaraan, jenis kelamin, kode pemesanan (booking code) nomor Tiket, tempat, tanggal, dan waktu
pemberangkatan di pelabuhan asal dan waktu tiba di pelabuhan tujuan dan alamat layanan pengaduan pelanggan yang memuat nomor telepon, email,
dan/atau situs web;

➢ Pasal 8 ayat 4 : syarat dan ketentuan di Tiket sebagai bentuk perikatan antara penyelenggara tiket elektronik dan pengguna jasa paling sedikit memuat
ketentuan:

▪ pengangkut dapat menolak untuk mengangkut penumpang dalam hal nama penumpang yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kartu
identitas;

▪ pengangkut dapat menolak untuk mengangkut kendaraan dalam hal golongan kendaraan yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kendaraan;

▪ pengangkut dapat menolak untuk mengangkut kendaraan dalam hal nomor polisi kendaraan yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan
kendaraan;

▪ penumpang atau kendaraan dilarang membawa barang berbahaya dan terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

▪ hak pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

REGULASI TERKAIT MANIFEST



14

PM 66 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN

PENYEBERANGAN

➢ Pasal 2: Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
a. Tarif penumpang;
b. Tarif kendaraan penumpang; dan
c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.

➢ Pasal 5 Ayat 1: Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan kendaraan barang beserta
muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan panjang kendaraan yang diukur melalui fasilitas pengukur dimensi
kendaraan di pelabuhan dan satuan unit produksi sesuai dengan golongan kendaraan;

➢ Pasal 16 : Tarif untuk penumpang, kendaraan penumpang, maupun kendaraan barang beserta muatannya dihitung berdasarkan jarak dan satuan unit
produksi;

➢ Pasal 20 : Tiket angkutan penyeberangan dapat diperoleh melalui pembelian dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi atau pembelian
dengan menggunakan non-aplikasi berbasis teknologi informasi berupa uang tunai, kartu langganan, uang elektronik, atau alat pembayaran lainnya yang
sah.

➢ Pasal 42 Ayat 1 : Penumpang dan kendaraan beserta muatannya harus diberi tiket sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan;
➢ Pasal 42 Ayat 2 : Operator kapal harus menyusun dokumen manifest berdasarkan jumlah tiket yang diberikan;
➢ Pasal 42 Ayat 3 : Penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang telah diberikan tiket berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian

yang tercantum dalam tiket.
➢ Pasal 56 Ayat 3 : Pengawasan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.

PM 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN

ANGKUTAN PENYEBERANGAN

REGULASI TERKAIT MANIFEST


